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ABSTRAK 
Muh Rezky Al idrus (B121 12 145), dengan Judul“Pelaksanaan 
Penerimaan dan Penyerahan Petikemas Pada PT Pelabuhan 
Indonesia IV Makassar”.Dibawah bimbingan dan arahan Aminuddin 
Ilmar selaku Pembimbing I dan Hamzah Halim selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan tentang Pelaksanaan Penerimaan dan 
Penyerahan Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam 
hal ini penanganan tersebut oleh Terminal Petikemas Makassar (TPM), 
menjadi bahan perbincangan di kalangan Penegakan Hukum dan 
Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang bergerak di bidang 
Kepelabuhanan. Dalam rangka menjawab permasalahan diatas, Penulis 
mencaboa melihat Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas 
Pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar secara teoritis dan besaran 
tarif dalam menetapkan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas 
Makassar tidak terjadi tindak kecurangan atau pungutan liar (Pungli). 
Peran Penergakan Hukum dibutuhkan dalam roda perekonomian di sector 
Kepelabuhanan, hal ini dapat dilihat dari beberapa momentum 
Pelaksanaan yang terselenggara di Pelabuhan Indonesia IV Makassar 
tersebut. 
 Penelitian ini menggunakan metode Sosiologis Juridis, yakni 
dengan cara Data Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada Hukum seperti Pereaturan Perundang-
undangan, dan Putusan Hakim, dan Data Sekunder diartikan sebagai 
bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan 
hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para 
pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus 
yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. 
 Hasil Penelitian ini menggambarkan tentang Pelaksanaan 
Penerimaan dan Penyerahan Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV 
Makassar dan besaran tarif yang ditetapkan oleh Terminal Petikemas 
Makassar (TPM) berdasarkan ukuran yakni 20 feet dan 40 feet. 
Kata Kunci: Penerimaan dan Penyerahan Petikemas, PT Pelabuhan 
Indonesia IV Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Di negara maritim seperti Indonesia, peranan moda transpor laut 
sangatlah penting keberadaannya, karena moda transpor laut memiliki 
kapasitas daya angkut yang jauh lebih besar dibandingkan dengan moda 
transpor lainnya. Pencapaian tujuan Nasional berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mewujudkan wawasan Nusantara serta menetapkan ketahanan nasional 
diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan Negara. 
Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu 
didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara hukum 
Indonesia, para pelaksana hukum diingatkan, bahwa dalam 
melaksanakan tugasnya agar mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat.1 
Hal tersebut  semakin ditegaskan dalam Pasal 1 poin (7) Peraturan 
Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : PD 35 tahun 2012 
                                                          
1 A. Muin Fahmal, 2013,Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan 
Pemerintahan Yang Layak, Jakarta : Total Media, hlm 22 
2 
yang menyatakan Sistem dan prosedur pelayanan petikemas adalah tata 
cara pelayanan yang diterapkan oleh Perseroan secara paket yang 
meliputi pelayanan rencana penampatan kapal dan lapangan 
penumpukan, pelayanan bongkar muat sistem CY to CY2 atau Port to 
Port3 secara paket (stevedoring, Haulage/Trucking dan Lift On/Off), 
Pelayanan Penyerahan/delivery sistem CY to CY atau Port to Port 
Pelayanan penerimaan/receiving sistem CY to CY atau Port to Port, 
Pelayanan batal muat CY to CY atau Port to Port, Pelayanan 
transshipment, pelayanan alih kapal, pelayanan rubah status pelayanan 
gerakan ekstra/behandle dan pelayanan reefer plug. Oleh karena itu, di 
tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan menyelami 
perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat4. 
Ruang Lingkup sistem dan prosedur pelayanan petikemas meliputi  :  
a. Pelayanan rencana penambatan kapal dan perencanaan 
lapangan penumpukan; 
b. Pelayanan Petikemas bongkar muat dengan sistem CY to CY; 
c. Pelayanan petikemas bongkar muat dengan sistem Port to Port; 
                                                          
2 CY atau CY adalah selanjutnya disebut CY atau CY atau lapangan penumpukan adalah 
merupakan suatu tempat untuk menimbun dan meletakkan petikemas di lapangan secara 
teratur. (Peraturan Direksi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Jasa 
Terminal Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Terminal Petikemas Makassar) 
3 Port to Port adalah merupakan suatu pemindahan barang/petikemas dengan pola 
pembayarannya dihitung mulai dari pelabuhan asal/port ke pelabuhan tujuan/port. (Peraturan 
Direksi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Jasa Terminal Petikemas 
Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Terminal Petikemas Makassar) 
4 Achmad Ali : Harapan untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia di Era Reformasi Seminar 
Nasional Makassar, 24-2-2001. 
3 
d. Pelayanan petikemas penyerahan/delivery dengan sistem CY to 
CY; 
e. Pelayanan petikemas penyerahan/delivery sistem Port to Port; 
f. Penyerahan petikemas penerimaan/receiving dengan sistem 
dengan sistem CY to CY; 
g. Penyerahan petikemas penerimaan/receiving dengan sistem 
Port to Port; 
Dalam pelayanan Penerimaan dan Penyerahan petikemas 
dikenakan biaya Uang Jaminan selanjutnya disebut  (uper). Uang Jaminan 
(uper) adalah uang yang dibayarkan terlebih dahalu oleh pengguna jasa 
yang besarannya paling sedikit 115% (seratus  lima belas persen) dari 
nilai jasa yang akan digunakan dengan tambahan PPN dan biaya materai 
sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah biaya Uang jaminan (uper) dan 
persyaratan administrasi lengkap maka dilaksanakan pelayanan 
penerimaan dan penyerahan petikemas. 
Dilandasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas, 
dalam pelayanan Penerimaan dan Penyerahan  petikemas guna 
melanjutkan roda perekonomian di Indonesia, maka pemerintah berupaya 
mewujudkan pemerintahan yang baik melalui keterbukaan dalam 
pengelolaanya dengan di terbitkannya Undang-Undang dan peraturan di 
antaranya adalah : 
4 
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas; 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun Tahun 1991 tentang 
pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV 
menjadi Perusahan Perseroan (Persero); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan; 
6. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : 
PD 35 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa 
Terminal Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Di Terminal Petikemas Makassar 
Undang-Undang dan Peraturan tersebut merupakan dasar hukum 
operasional pelayanan petikemas yang diperuntukkan untuk mengelola 
pelayanan petikemas agar dapat tercapai tujuan Negara. 
Pengelolaan pelayanan Penerimaan dan Penyerahan  petikemas 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna Jasa serta 
tertib pengendalian dan pengawasan pelayanan petikemas, perlu 
ditetapkan Sistem dan Prosudur Pelayanan Petikemas Makassar melalui 
5 
penerapan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
operasional. 
Berdasarkan Pasal 6  ayat (1) dan (2) Peraturan Direksi PT 
Pelabuhan Indonesia IV Nomor 35 tahun 2012 (Persero) yakni : 
(1) Setiap pengguna jasa wajib melaksanakan uper sebelum 
pelayanan dilaksanakan 
(2) Pengguna jasa dapat diberi dispensasi uper tidak membayar uper, 
jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
a. Menurut hasil evaluasi Cabang, tingkat kredibilitas dan 
bonafiditas yang bersangkuta cukup baik dan tepat waktu 
dalam melasaksanakan pembayaran jasa, pelunanasan 
hutangnya dijamin oleh bank atau membayar uper induk. 
b. Mendapat persetujuan tertulis dari General Menajer setelah 
pengguna jasa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan 
membayar nota Tagihan tepat waktu sebelum jatuh tempo. 
Kenyataannya pelayanan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas 
di PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar di temukan adanya pungutan liar 
(pungli).Bahkan dilangsir dari MakassarTribunNews.com tingkat pungutan 
6 
liar dalam hal angkutan laut PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar 
tertinggi ke 4 di Indonesia.5  
Mencermati permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam 
latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 
kajian dan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penerimaan dan 
Penyerahan Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV di 
Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana Pelaksaanan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas 
pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar ? 
2. Bagaimana besaran tarif jasa Pelaksanaan Penerimaan dan 
Penyerahan Pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di 
atas adalah sebagai berikut : 
1.  Untuk mengetahui dan memahami Pelaksaanan Penerimaan dan 
Penyerahan Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV 
Makassar. 
                                                          
5 http://makassar.tribunnews.com/2015/08/06/pelabuhan-makassar-paling-pungli-ke-4-di-
indonesia (diakses pada tanggal 23 Desember 2015 Pukul 20:46 Wita) 
7 
2. Untuk mengetahui dan memahami besaran tarif jasa Pelaksanaan 
Penerimaan dan Penyerahan Pada PT Pelabuhan Indonesia IV 
Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis  
Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna 
sebagai bahan penunjang dalam rangka pengkajian dan 
pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya hukum 
administrasi negara. Dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian 
lainnya serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan hukum 
administrasi negara. 
2. Secara praktis  
Sebagai masukan bagi PT Pelabuhan Indonesia IV dalam 
Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas agar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 
 
  
8 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kewenagan PT Pelabuhan Indonesia IV dalam Pelaksanaan 
Penerimaan dan Penyerahan Petikemas 
1. Kewenangan 
a. Pengertian Kewenangan 
Pengertian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasaan 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ataupenyelenggara negara 
lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik6. 
Wewenang dalam kaitan dengan otonomi daerah, maka 
memiliki pengertian kekuasaan mengatur sendiri (zelfreglen) dan 
mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara 
horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sebagaimana mestinya.Vertikal berarti kekuasaan 
untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan 
pemerintahan Negara secara keseluruhan7. 
Dalam Negara hukum yang menempatkan asas legalitas 
sebagai sendi utama penyelengaraan pemerintah, wewenang 
                                                          
6 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
7 Ridwan HR. 2011, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 99-100 
9 
pemerintah (beztuursbevoegheid) itu berasal dari peraturan 
perundang-undangan8. 
b. Sumber Kewenangan 
Perihal kewenangan pemerintahan, wewenang pemerintahan 
berasal dari peraturan perundang-undangan. Menurut HD. Van 
Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefenisikan sumber kewenangan 
sebagai  berikut9 : 
1. Sumber kewenagan atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintahan. 
2. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintaha mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas 
dasar ketentuan hukum.Atribusi merupakan wewenang untuk 
membuat keputusan yang langsung berumber kepada undang-undang 
dalam arti materiil. Menurut Indroharto bahwa: 10“ 
                                                          
8 Ibid., Hlm 100 
9 Ridwan HR. 2011, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 102 
10 Indroharto, 1993. Usaha Memahami Undan-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
Buku I. Jakarta: Sinar Harapan, hlm 70 
10 
Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang 
baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.Di 
sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru”. 
Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan 
wewenang kepada badan pemerintahan yang lain11. Dalam delegasi, 
tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu ke yang 
lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk 
peraturan hukum  tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang 
disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang disebut 
delegetaris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab 
ekstermpelaksaan wewenang sepenuhnya berada pada penerima 
wewenang tersebut.  
Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui 
delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut12 : 
a) Delegasi harus defenitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak 
dapat lagi menggunakan sendir wewenang yang telah dilimpahkan 
itu; 
b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 
                                                          
11 Nur Basuki Minarno, 2010. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Surabaya: Laksbang Mediatama., hlm 71  
 
11 
c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki 
kepegawian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 
berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang 
tersebut; 
e) Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.13 
Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu 
pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud 
untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha Negara yang 
memberi mandat. 
Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat 
(mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate 
(mandans), tetapi tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh 
penerima mandate tetap berada pada pemberi mandat. 
2. PT Pelabuhan Indonesia IV di Makassar 
a. Kedudukan Hukum PT Pelabuhan Indonesia IV  di Makassar 
dalam Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas 
Dilandasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas 
perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh 
perum pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP 59/1991 
                                                          
13 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998., hlm 9-10. 
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bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV 
dialihkan bentuknya dari Perum menjadi (Persero). selanjutnya Perum 
Pelabuhan Indonesia IV beralih menjadi PT (Persero) Pelabuhan 
Indonesia IV. Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan 
Indonesia IV yang berkantor pusat di jalan Soekarno No. 1 Makassar 
sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri 
Keuangan Republik Indonesia dan pada saat ini telah di alihkan ke 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
b. Tugas dan wewenang PT Pelabuhan Indonesia IV di Makassar 
dalam  Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas 
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau 
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai 
tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau berlabuh 
kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 
pelayarab dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 
perpindahan intra-dan antarmoda transportasi14. 
Adapun tugas dan wewenang PT Pelabuhan Indonesia IV di 
Makassar dalam penerimaan petikemas, Peraturan Direksi Nomor : 
35 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa 
                                                          
14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. 
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Terminal Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Di 
Terminal Petikemas Makassar  
N
O 
JENIS 
PELAYANAN 
PELAKSANAAN 
WEWENANG 
TANGGUNG 
JAWAB 
INSTRUKSI KERJA FORMAT / 
BLANKO 
DOKUMEN 
KETER
ANGAN 
A Penerimaan 
petikemas 
1. Staff divisi 
perencanaan dan 
operasi 
 
1.1 Petugas Loket 
Pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Kasir / Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Petugas Loket 
Pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Petugas Gate 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Menerima permohonan 
pelayanan receiving petikemas  
 
1.1.2 Melakukan pemeriksaan / 
verifikasi  
 
1.1.3 Melakukan registrasi 
permohonan kedalam aplikasi 
komputer  dan memproses 
perhitungan setelah persyaratan 
terpenuhi 
 
1.1.4 Melakukan penginputan 
data petikemas 
 
1.1.5 Melakukan perhitungan 
biaya pelayanan receiving 
petikemas dan biaya pemuatan 
petikemas  
 
1.1.6 Menyerahkan daftar 
perhitunngan ke petugas 
keuangan atau ke bank yang 
ditunjuk untuk dilakukan 
pembayaran 
 
1.2.1 Menerima pelunasan dari 
pengguna jasa 
 
1.2.2 Membuat bukt pelunasan 
untuk diteruskan ke pengguna 
jasa 
 
1.2.3 Membuat JKM 
 
1.2.4 Menyerahkan nota asli 
kepengurus jasa 
 
1.3.1 Menerima bukti pelunasan 
dari jasa pengguna jasa  
 
1.3.2 Menerbitkan job slip 
receiving  
 
 
1.3.3 Menyerahkan jobslip 
receiving ke pengguna jasa 
untuk dilaksanakan kegaiatan 
fisik 
 
 
1.4.1 Melakukan pemeriksaan 
 
1.4.2 Menandatangi equipment 
interchange receipt (EIR) 
bersama pengguna jasa sebagai 
bukti serah terima petikemas 
(untuk PK yang cacat/rusak) 
 Bentuk 
1D 
 
 
 
 Copy Resi 
Muat 
 Copy 
PEB 
 
 
 
 
 
 
 Bentuk 
1D 
 Copy Resi 
Muat 
 Copy 
PEB 
 
 
 
 Daftar 
perhitu
ngan 
 
 Daftar 
perhitu
ngan 
 
 
 
 
 
 
 Nota Tagihan 
(bentuk 4D) 
 
 
 JKM 
 
 
 
 
 
 Job 
Slip 
 
 
 EIR 
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1.5 Petugas 
Lapangan/stackm
an 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Operator alat  
 
 
 
1.7 Petugas 
Lapangan/stackm
an 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Operator Alat 
 
 
 
 
 
1.5.1 Menerima jobslip dari 
pengguna jasa 
 
1.5.2 Melakukan verifikasi job 
slip dengan nomor petikemas 
yang akan diturunkan 
 
1.5.3 Memeriksa kondisi 
petikemas yang akan diturunkan  
 
1.6.1 Menurunkan petikemas 
sesuai yang diarahkan oleh 
petugas lapangan 
 
1.7.1 Melakukan entry data (link) 
atau mencatat secara manual 
pada tally sheet petikemas yang 
telah di turunkan  
 
1.7.2 Menyerahkan tally sheet 
petikemas dan job slip yang di 
tandatangani oleh pengguna 
jasa kepada petugas loket 
sebagai bukti pelayanan 
 
1.8.1 Mencatat jumlah 
petikemas yang telah diturunkan 
sebagai produksi pelayanan 
receiving pada buku jurnal 
operator  
 
 
 
 Job 
Slip 
 EIR 
 
 
 
 
 
 
 
 Tally 
Sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jurnal 
Operat
or 
 
 Tally 
Sheet 
 
 Job 
Slip 
 Jurnal 
operato
r 
 Dokum
en 
Lainnya 
 
Sedangkan tugas dan wewenang PT Pelabuhan Indonesia IV di 
Makassar dalam penyerahan petikemas, Peraturan Direksi Nomor : 35 
Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Terminal 
Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Di Terminal 
Petikemas Makassar : 
15 
 
NO 
 
JENIS 
PELAYANAN 
 
PELAKSAAN 
WEWENANG 
TANGGUNG 
JAWAB 
 
INTRUKSI KERJA 
 
FORMAT / 
BLANKO 
DOKUMEN 
 
KETERAN
GAN 
 
A 
 
Penyerahan 
Petikemas  
 
1. Staf Perencanaan 
1.1 Petugas Loket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Kasir / Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Petugas Loket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Petugas 
Lapangan/Stackama
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Operator Alat 
 
 
 
1.6 Petugas  
 
1.1.1 Menerima permohonan 
pelayanan delivery petikemas 
 
1.1.2 Melakukan pemeriksaan 
verifikasi 
 
1.1.3 Melakukan registrasi 
permohonan kedalam aplikasi 
komputer dan memproses 
perhitungan setelah 
persyaratan terpenuhi 
 
1.1.4 Melakukan perhitungan 
biaya pelayanan delivery 
petikemas 
 
1.1.5 Menyerahkan daftar 
perhitungan ke petugas 
keuangan atau kebank yang 
ditunjk untuk dilakukan 
pembayaran 
 
1.2.1 Menerima pembayaran 
dari pengguna jasa 
 
1.2.2 Menerima bukti 
pelunasan untuk di teruskan 
ke pengguna jasa 
 
1.2.3 Membuat JKM 
 
1.2.4 Menyerahkan nota asli 
pengguna jasa 
 
1.3.1 Menerima bukti 
pelunasan dari pengguna jasa 
 
1.3.2 Menerbitkan job slip 
delivery 
 
1.3.3 Menyerahkan jobslip 
delivery ke pengguna jasa 
untuk dilaksanakan kegiatan 
fisik 
 
1.4.1 Menerima job slip dari 
pengguna jasa 
 
1.4.2 Melakukan verifikasi job 
slip dengan nomor petikemas  
 
1. 4.3 Memeriksa kondisi 
petikemas yang akan diangkat 
 
1.4.4 Mengarahkan operator 
alat (RTG/REACH 
STACKER/FORKLIF). 
 
1.5.1 Mengangkat petikemas 
sesuai yang di arahkan oleh 
petugas lapangan  
 
1.6.1 Melakukan entry data 
 
 Bentuk1D 
 Copy DO 
 Copy PIB 
 
 
 
 
 Bat 
Number 
 
 
 
 
 Daftar 
perhitung
an 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota  
Tagihan 
(bentuk4D) 
 JKM 
 
 
 
 
 
 
 
 Job Slip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Job Slip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Job Slip 
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B. Petikemas 
1. Pengertian Petikemas 
Pengertian Petikemas pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut 
Petikemas di Jalan menyatakan Petikemas adalah Peti atau kotak 
yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Internasional 
Organization (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan 
barang. Pengertian dari petikemas mengalami perubahan pada setiap 
jamannya. Mulai dari sejak digunakannya petikemas pertaman kali 
hingga pada saat ini. Perubahan pengertian ini dikarenakan 
perkembangan dari petikemas itu sendiri yang berubah sesuai dengan 
perkembangan tekhnologi yang ada, berikut ini pengertian petikemas  
berdasarkan pendapat para ahli atau pakar ilmu pelayaran maupun 
transportasi laut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Operator Alat 
 
 
 
 
 
1.8 Petugas Gate 
(link) atau mencatat secara 
manual pada tally sheet 
petikemas yang telah diangkat 
 
1.6.2 Menyerahkan tally sheet 
petikemas dan job slip yang 
ditanda tangani oleh 
pengguna jasa kepada 
petugas loket sebagai bukti 
pelayanan 
 
1.7.1 Mencatat jumlah 
petikemas yang telah diangkat 
sebagai produksi pelayanan 
delivery pada buku jurnal 
operator 
 
1.8.1 Melakukan pemeriksaan  
 
 
 
 
 
 
 Tally 
Sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jurnal 
operator 
 
 Job Slip 
 EIR 
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Menurut Suyono ( 2005 : 263 ) Petikemas adalah satu 
kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu 
dapat dipakai berulang kali, dipergunakan untuk 15menyimpan dan 
sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya”. 
Menurut Amir MS (1997 : 41) Petikemas adalah alat untuk 
mengangkut barang yang :16 
1. Seluruh atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau kerat 
dan di maksud untuk diisi barang yang akan diangkut. 
2. Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipergunakan 
berulang kali untuk pengangkutan barang. 
3. Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan dikosongkan. 
Menurut Soedjono Kramadibrata (2002 : 280) Petikemas 
adalah suatu kotak besar terbuat dari bahan campuran baja dan 
tembaga (anti karat) dengan pintu yang dapat terkunci putar.17 
2. Jenis-Jenis Petikemas 
Pasal 1 ayat (18) Peraturan Perhubungan Nomor : KM. 11 
Tahun 2007 Petikemas overheight/width/length18 yang selanjutnya di 
singkat OH/OW/OL adalah petikemas yang mempunyai ukuran 
berbeda dengan standar umum petikemas dan atau muatannya 
                                                          
15 http://ahmadwahyudin2010.blogspot.co.id/Manajemen-Pemasaran-kuliah-seminar (diakses 
pada tanggal 20 desember 2015 pukul 21: 00) 
16 Amir MS; Petikemas Masalah dan Aplikasinya. 
17 Soedjono Kramadibrata; Perencanaan Pelabuhan, ITB, Bandung, 2002. 
18 overheight/width/length adalah petikemas yang mempunyai ukuran berbeda dengan standar 
umum petikemas dan atau muatannya melebihi standar umum petikemas yang penanganannya 
memerlukan alat khusus. 
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melebihi standar umum petikemas yang penanganannya memerlukan 
alat khusus.Jenis petikemas berdasarkan Wikipedea adalah : 
a) Petikemas barang umum untuk diisi kotak-kotak, karung, drum, 
palet dan sebagainya, jenis yang paling banyak digunakan. 
b) Petikemas berpendingin digunakan untuk mengangkut barang – 
barang yang memerlukan suhu pendingin, misalnya untuk jenis 
sayur-sayuran, daging dan lain-lain19. 
C. Penerimaan Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV di 
Makassar 
1. Pengertian Penerimaan Petikemas 
Penerimaan petikemas dalam arti muatan pihak PT Pelabuhan 
Indonesia IV di Makassar memberikan jasa/pelayanan kepada 
pengirim barang. 
2. Prosedur Penerimaan Petikemas 
1) Pengguna Jasa Mengajuka Permohonan STACK Petikemas  
dilampiri  : 
a. COPY PE/PEB/RESI.  
b. Masing-masing rangkap 4 untuk diserahkan pelayanan 
Export  guna  perhitungan besarnya  beaya   pelayanan. 
c. Uang cash pembayaran Pelayanan  jasa CY. 
 
                                                          
19 https://id.wikipedia.org/wiki/Peti_kemas  (di akses pada tanggal 18 desember 2015 pukul 
21:30) 
19 
2) Keuangan Dan Administrasi Operasi 
a. Setelah diteliti kelengkapan Dokumen, petugas Keuangan 
menerima pembayaran jasa Lapangan, kemudian menerbitkan 
Nota Lunas. 
b. Dasar Nota Lunas dan Dockument tersebut, Adm Operasi 
Export menerbitkan Kartu Export ( KE ), dan diserahkan ke 
pengguna jasa. 
3) Gate In Export 
 Petugas Gate In Memeriksa kondisi Petikemas dan menerima 
KE ( kartu Export ) dari supir Truck, Entry No Petikemas 
tentukan lokasi stack KE (Kartu Export ), KE kembali ke supir. 
4) Petugas CY Menuju Opration 
Sopir menuju  Lokasi penumpukan  sesuai petunjuk Gate In , 
dan menyerahkan  kepada petugas CY ( Tally ) dan Tally  
Lapangan Meminta Operator Alat untuk  Lift Off container 
tersebut dan diletakan   sesuai Informasi Tally (KE) , Tally 
mencatat pada.  Tally Sheet sesuai kondisi di CY.dan juga 
ditulis  pada KE .  Satu copy untuk Sopir. 
5) Gate Out 
Supir kembali ke Gate Out, dan petugas Gate konfirmasi 
Truck Out Gate.20 
 
                                                          
20 Amir Cudda. 2012., Sekilas Aktivitas pelabuhan dan Transpotasi Laut. Hal : 12 
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D. Penyerahan Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV di 
Makassar 
1. Pengertian Penyerahan Petikemas 
Penyerahan petikemas dalam arti bongkaran pihak PT Pelabuhan 
Indonesia IV di Makassar memberikan jasa/pelayanan kepada 
penerima barang. 
2. Prosedur Penyerahan Petikemas 
I. Pengguna Jasa 
a. DO ( Delivery Order).Asli yang masih berlaku. 
b. SPPB dari Bea Cukai asli dan file Copy yang  di ketahui 
Pengguna jasa yang meminta. 
c. Surat Kuasa dari pemilik  barang 
d. Uang cash. 
II. Administrasi Dan Keuangan Operasi 
a. Setelah diteliti documen dan dihitung biaya, petugas 
keuangan menerima pembayaran jasa lapangan , lalu 
menerbitkan Nota Lunas. 
b. Dasar Nota Lunas dan dokumen tersebut Administrasi 
Operasi Import menerbitkan/ cetak SP2  dan diserahkan kepada 
pegguna jasa. 
III. Gate In Import 
Petugas gate menerima SP2, adakan Pengecekan  dan Entry 
Gate IN. 
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IV. Petugas CY Operasi  
a. Supir Supir menuju lokasi Petikemas dan  serahkan SP2 
kepadaTally. 
b. Tally meminta Operator Alat  lift ON Conatiner yang tertera 
di SP2 ke Truck. 
c. Catat kegiatan tersebut kepada Tally sheet dan SP2. 
d. Serahkan 1 copy SP2 pada Supir. 
V. Gate Out 
a. Supir setelah mengecek container yang Dibawanya Menuju 
Gate OUT Import. 
b. Petugas gate Cek Petikemas dengan  SP 2 , dan kondisi 
Container bila perlu. 
c. Confirmasi  Gate Out . 
VI. Petugas Tally 
Berdasarkan hasil tally sheet dan SP2 file, Petugas Tally  entry 
data ke System21. 
 
 
 
 
 
                                                          
21 Amir Cudda. 2012., Sekilas Aktivitas pelabuhan dan Transpotasi Laut. Hal 13 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
   
A. Metode Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka 
metode penelitain yang penulis akan gunakan adalah metode penelitian 
hukum juridis sosiologis22. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia IV 
Makassar dalam hal ini yang menangani penyerahan dan penerimaan 
petikemas yakni Terminal Petikemas Makassar (TPM). Oleh karena pada 
tempat tersebut, tersedia cukup data yang dibutuhkan dalam penelitian 
masalah ini. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Jenis data primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan 
perundang-undangan, dan putusan hakim. 
b) Jenis data sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 
tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum 
primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran 
para pakar yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran 
para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu 
                                                          
22 Pengantar Metode Penelitian Hukum., Hal : 199 
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secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana 
penelitian akan mengarah. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan 
tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang 
kompeten dalam masalah penyajian Pelaksanaan Penerimaan 
Dan Penyerahan Petikemas Pada PT.Pelabuhan Indonesia IV 
Makassar, Kepada Pegawai/Petugas Terminal Petikemas 
Makassar (TPM). 
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari 
beberapa peraturan perundang-undangan dan penelahaan 
beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut 
diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat 
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan 
yang penulis teliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
  Terminal Petikemas Makassar tidak dapat dipisahkan dengan 
pelabuhan Indonesia Makassar itu sendiri yang sejak lama telah terkenal 
sebagai salah satu pelabuhan penting sebagai pusat perdagangan hasil 
bumi dan persinggahan kapal-kapal dagang Belanda, Portugis, Cina, yang 
melakukan pelayaran dari atau menuju Maluku pada waktu itu. Komoditi 
utama dari Makassar adalah beras yang dapat ditukar dengan rempah-
rempah dari Maluku maupun barang-barang yang dibawa oleh pedagang 
dari Timur Tengan, India dan Cina. 
  Terminal Petikemas Makassar adalah salah satu segmen usaha 
yang ditawarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada 
pengguna jasa kepelabuhanan khususnya jasa pelayanan petikemas. 
Terminal Petikemas Makassar dideklarasikan didalam upaya menangani 
kegiatan pelayanan petikemas seiring dengan meningkatnya 
perkembangan kontainerisasi melalui Pelabuhan Makassar saat ini 
maupun yang akan datang. 
  Pelayanan yang diberikan oleh Terminal Petikemas berorientasi 
kepada efisiensi biaya dan efektif waktu serta kepuasan pelanggan yang 
terjabarkan dalam Visi dan Misi Perusahaan didalam menghadapi 
persaingan global. Upaya dalam memuaskan pelanggan, Terminal 
25 
Petikemas Makassar selalu meningkatkan mutu pelayanan melalui 
kebijakan mutu yang diterapkan yaitu “Pelayanan yang cepat waktu , 
Aman dan Dapat dipercaya”, serta menerapkan system pelayanan 
berstandard Internasional. Upaya peningkatan pelayanan tersebut 
diimbangi pula dengan ketersedian fasilitas dan  peralatan modern, serta 
Sumber Daya Manusia yang mampu menangani kegiatan secara cepat, 
tepat  dan aman. 
  Tanggung jawab Penanganan Petikemas, seluruh tanggung jawab 
kegiatan operasional di Terminal Petikemas Makassar merupakan 
tanggung jawab Sepenuhnya PT. Pelabuhan Indoensia IV (Persero) Unit 
Terminal Petikemas Makassar.Adapun Bagan struktur organisasi Terminal 
Petikemas Makassar (TPM). 
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Sumber : Data Struktur Organisasi Terminal Petikemas Makassar (TPM) 
1. Manager Perenanaan dan oprasi yang terdiri atas Asmen (Asisten 
Manager) Operasi dan Asmen (Asisten Manager) Perecanaan dan 
administrasi oprasi. 
2. Manager Tehnik yang terdiri atas Asmen (Asisten Manajer) 
Peralatan dan Instalasi dan Asmen (Asisten Manajer) Bangunan 
dan Administrasi Tehnik. 
3. Manager Kuangan yang terdiri atas Asmen (Asisten Manajer) 
Akutansi dan Asmen (Asisten Menejer) Administrasi Kuangan. 
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4. Manager Umum yang terdiri atas Asmen (Asisten Manajer) Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan Asmen (Asisten Manejer) Sistem 
Informasi.   
B. Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas dalam PT. 
Pelabuhan Indonesia IV Makassar 
  Dengan di alihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) 
Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaiman 
dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum 
(PERUM) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 
Adapun Maksud dan Tujuan Pasal 2 Huruf (D) yakni Gudang-gudang dan 
tempat penimbunan barang-barang angkutan Bandar, alat bongkar muat, 
serta peralatan pelabuhan. Maka dari itu  Pelaksanaan Penerimaan dan 
Penyerahan Petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar di 
jelaskan sebagai berikut : 
1. Penerimaan Petikemas  
  Bahwa Sistem dan Prosudur Pelayanan Jasa Terminal Petikemas 
Makassar, Sebagaimana di atur dalam Peraturan Direksi Nomor 35 Tahun 
2012 Tentang Sistem Dan Prosudur Pelayanan Jasa Terminal Petikemas 
Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Di Terminal Petikemas 
Makassar. 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy menjelaskan prosudur 
penerimaan petikemas. Ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut23 : 
  Pihak pengguna jasa atau EMKL (Expedisi Muatan Kapal Laut) 
mengajukan permohonan dalam bentuk 1D (satu dokumen) isi dokumen 
tersebut adalah Nama Kapal, Panjang Kapal, Tanggal Tiba, Pelabuhan 
Asal/Tujuan, Jenis Pelayaran, Rencana Kerja/Kagiatan, Jumlah Muat, 
Jenis Pelayanan Jasa Terminal Petikemas yang di lampirkan dengan 
dokumen-dokumen sebagai berikut : 
1. Resi Muat adalah surat tanda yang dibuat oleh pihak EMKL ( 
Expedisi Muatan Kapal Laut) . Isi dokumen tersebut adalah Nomor 
Petikemas, Jenis Barang, dan Berat Barang. 
2. PEB ( Pemberitahuan Export Barang) dari bea cukai adalah 
dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan 
pelaksanaan ekspor barang. Isi dokumen tersebut adalah Kantor 
Pabean, Eksportir, Data Pengangkutan, Dokumen Pelengkap 
Pabean, Data Transaksi Ekspor, Data Petikemas, Data Barang 
Ekspor, Tanda Tangan Eksportir, Kolom Khusus Bea Dan Cukai, 
Penerima, Data Pelabuhan, Data Tempat Pemeriksaan, Data 
                                                          
23 Hasil Wawancara kepada Bapak Efendi Bagian Supervisor Perecanaan dan Gate pada tanggal 
11-03-2016. 
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Perdagangan, Data Kemasan, Data Penerimaan Negara, dan Bukti 
Pembayaran. 
3. Dokumen pengesahan dari karantina adalah dokumen yang telah di 
sahkan oleh pihak karantina pelabuhan. Isi dokumen tersebut 
adalah Biaya Jasa Tindakan Karantina Tumbuhan/Hewan dan 
Biaya Jasa Penggunaan Sarana. 
  Setelah itu terbitlah yang namanya Job Slip Receiving24 isi 
dokumen tersebut adalah Nomor Petikemas, Ukuran Petikemas, Jenis 
Pelayaran, Nama Pengguna Jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL), dan Tujuan. Dengan dasar Job Slip tersebut pihak terminal 
berkewajiban melayani petikemas untuk ditempakan di CY ( Container 
year)25 atau tempat penumpukan, apabila petikemas tersebut mengalami 
kerusakan fisik maka dibuatkan berita acara dalam bentuk EIR 
(Equipment Interchange Receipt) isi dokumen tersebut adalah Nomor 
Petikemas, Ukuran Petikemas, Tanggal, Pengguna Jasa, Lokasi, Nomor 
Mobil Trailer/Tronton, dan Data Laporan Fisik Petikemas yang ditebitkan 
oleh pihak terminal sebelum memasuki pintu masuk Terminal Petikemas. 
  Analisis terhadap penerimaan petikemas bahwa dalam melakukan 
aktivitas muat barang ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan 
oleh pengguna jasa sehingga pelaksanaannya tertata rapi baik dari pihak 
                                                          
24 Job Slip Receiving adalah bukti sah petikemas untuk di layani di Terminal, bahwa petikemas 
tersebut siap di kirim. 
25 CY ( Container year) adalah suatu tempat untuk menimbun dan meletakkan petikemas di 
lapangan secara teratur. 
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PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas 
Makassar (TPM) maupun pihak pengguna jasa atau Expedisi Muatan 
kapal Laut (EMKL). 
  Berdasarkan hasil wawancara26 dengan Bapak Ibrahim sebagai 
Pengguna Jasa Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) membetulkan apa 
yang  dilaksanakan oleh pihak PT.Pelabuhan Indonesia IV Makassar 
dalam hal ini Terminal Petikemas, karena pihak pengguna jasa tidak dapat 
melakukan proses pengisiian petikemas dan tidak dapat mengirim 
petikemas. Setelah pemeriksaan oleh Bea Cukai dan disetujui terbitlah 
Pemeberitahuan Export Barang (PEB), dan memperlihatkan contoh jenis 
barang pada pihak karantina apabila disetujui maka terbitlah dokumen 
karantina. 
  Tanggapan dari Pengguna Jasa Expedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL) lainnya, Bapak Taufiq berdasarkan wawancara27 mengatakan 
membetulkan apa yang  dilaksanakan oleh pihak PT.Pelabuhan Indonesia 
IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas, terjadi yang membedakan 
adalah ketika muatan dari domestic atau local tidak perlu mencantumkan 
Pemberitahuan Barang Export di Bea Cukai. 
 
 
                                                          
26 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ibrahim sebagai Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pegawai 
PT. Rezky Abadi Transportasi Pada Tanggal 11-04-2016 
27 Hasil Wawancara Kepada Bapak Taufiq sebagai Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pegawai PT. 
Ghazi Orion Gold Pada Tanggal 11-04-2016 
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2. Penyerahan Petikemas 
  Bahwa Sistem dan Prosudur Pelayanan Jasa Terminal Petikemas 
Makassar, Sebagaimana di atur dalam Peraturan Direksi Nomor 35 Tahun 
2012 Tentang Sistem Dan Prosudur Pelayanan Jasa Terminal Petikemas 
Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Di Terminal Petikemas 
Makassar. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy menjelaskan prosudur 
penyerahan petikemas. Ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut 28: 
Dokumen yang membedakan , siklusnya : 
 1. Mengambi DO (Delivery Order)29 dari pihak pelayaran, Isi dokumen 
tersebut adalah Nama Perusahaan Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 
sebagai Penerima, Nama Perusahaan Pengirim Barang, Nomor 
Petikemas, Tanggal Kedatangan, Jenis Barang, dan Berat Barang. 
 2. Mendapat PIB (Pemberitahuan Import Barang) dari bea cukai, Isi 
dokumen tersebut adalah Biaya Jasa Tindakan Karantina Tumbuhan dan 
Biaya Jasa Penggunaan Sarana. 
                                                          
28 Hasil Wawancara kepada Bapak Efendi Bagian Supervisor Perecanaan dan Gate pada tanggal 
11-03-2016. 
29 Delivery Order adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak pelayaran. 
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  Lalu terbitlah yang namanya Job Slip Delivery30 Isi dokumen 
tersebut adalah Nomor Petikemas, Ukuran Petikemas, Nama Kapal, 
Nama Pelayaran, Nama Perusahaan Penerima, dan Tanggal 
Pembayaran. Dengan dasar Job Slip tersebut pihak terminal berkewajiban 
melayani pengambilan petikemas tersebut. Apabila petikemas tersebut 
mengalami kerusakan fisik maka dibuatkan berita acara dalam bentuk EIR 
(Equipment Interchange Receipt) Isi dokumen tersebut adalah Nomor 
Petikemas, Ukuran Petikemas, Tanggal, Pengguna Jasa, Lokasi, Nomor 
Mobil Trailer/Tronton, dan Data Laporan Fisik Petikemas yang di tebitkan 
oleh pihak terminal sebelum keluar dari terminal. 
  Berdasarkan Revisi Peraturan Direksi 68 Tahun 2009 Tentang 
Sistem dan Prosudur Pelayanan Petikemas di Terminal Petikemas 
Makassar, telah diatur pelayanan Penerimaan/Receiving dan 
Penyerahan/Delivery baik Sistem CY to CY31 adalah tempat untuk 
menimbun dan meletakkan Petikemas di lapangan secara teratur maupun 
Port to Port32 adalah pemindahan barang/petikemas dengan pola 
pembayarannya dihitung mulai dari pelabuhan asal/port ke pelabuhan 
tujuan/port. 
                                                          
30 Job Slip Delivery adalah bukti sah petikemas untuk di layani di Terminal, bahwa petikemas 
tersebut siap di ambil. 
31 CY atau CY adalah selanjutnya disebut CY atau CY atau lapangan penumpukan adalah 
merupakan suatu tempat untuk menimbun dan meletakkan petikemas di lapangan secara 
teratur. (Peraturan Direksi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Jasa 
Terminal Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Terminal Petikemas Makassar). 
32 Port to Port adalah merupakan suatu pemindahan barang/petikemas dengan pola 
pembayarannya dihitung mulai dari pelabuhan asal/port ke pelabuhan tujuan/port. (Peraturan 
Direksi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Jasa Terminal Petikemas 
Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Terminal Petikemas Makassar). 
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  Analisis terhadap penerimaan petikemas bahwa dalam melakukan 
aktivitas bongkar barang ada langkah-langkah atau prosedur yang 
dilakukan oleh pengguna jasa sehingga pelaksanaannya tertata rapi baik 
dari pihak PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) maupun pihak pengguna jasa atau Expedisi 
Muatan kapal Laut (EMKL). 
  Berdasarkan hasil wawancara33 dengan Bapak Ibrahim sebagai 
Pengguna Jasa Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) membetulkan apa 
yang  dilaksanakan oleh pihak PT.Pelabuhan Indonesia IV Makassar 
dalam hal ini Terminal Petikemas, karena pihak pengguna jasa tidak dapat 
melakukan proses pengambilan petikemas atau bongkaran. Setelah 
pemeriksaan oleh Bea Cukai dan disetujui terbitlah Pemeberitahuan 
Import Barang (PIB), dan memperlihatkan contoh jenis barang pada pihak 
karantina apabila disetujui maka terbitlah dokumen karantina. 
  Tanggapan dari Pengguna Jasa Expedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL) lainnya, Bapak Taufiq berdasarkan wawancara34 mengatakan 
membetulkan apa yang  dilaksanakan oleh pihak PT.Pelabuhan Indonesia 
IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas, terjadi yang membedakan 
adalah ketika muatan maupun bongkaran dari domestic atau local tidak 
                                                          
33 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ibrahim sebagai Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pegawai 
PT. Rezky Abadi Transportasi Pada Tanggal 11-04-2016 
34 Hasil Wawancara Kepada Bapak Taufiq sebagai Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pegawai PT. 
Ghazi Orion Gold Pada Tanggal 11-04-2016 
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perlu mencantumkan Pemberitahuan Barang Export dan Import di Bea 
Cukai. 
  Membandingkan hasil wawancara di lapangan baik dari pihak 
Pengguna Jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) sesuai dengan 
apa yang telah diatur dari segi Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan 
Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini 
Terminal Petikemas Makassar (TPM). 
3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan 35 : 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy menjelaskan hambatan dalam 
pelaksanaan Penerimaan Petikemas : 
a. Penerimaan Petikemas 
1. Seringnya kargo atau petikemas terlambat masuk di terminal. 
Adapun penyebabnya dikarenakan pihak Expedisi Muatan 
Kapal Laut (EMKL) mengalami gangguan teknis seperti mobil 
troton/trailer mengalami kerusakan, macet, maupun antrian 
panjang masuk ke dalam terminal jika waktu siang hari. Adapun 
Solusinya adalah dari pihak Expedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL) memperhatikan atau memeriksa mobil tronton/trailer 
                                                          
35  Hasil Wawancara kepada Bapak Efendi Bagian Supervisor Perecanaan dan Gate pada tanggal 
11-03-2016. 
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sebelum beroperasi dan menaati aturan-aturan yang berlaku 
sehingga berjalan dengan baik, dari segi PT Pelabuhan 
Indonesia IV Makassar memberikan Pelayanan yang bagus dan 
cepat sehingga pengguna jasa merasa nyaman dalam bekerja. 
2. Keterlambatan dokumen-dokumen pengurusan dari bea cukai. 
Adapun penyebabnya dikarenakan banyaknya langkah-langkah 
atau prosudur yang harus dilewati sehingga memerlukan waktu 
lama. Solusinya pihak Bea Cukai mempermudah pihak Expedisi 
Muatan Kapal Laut (EMKL) sehingga proses pengurusan dari 
bea cukai. 
3. Seringnya kelebihan tonase atau batas maksimum yang di 
izinkan untuk masuk. Adapun penyebabnya dikarenakan pihak 
pemilik barang tidak mengetahui pasti berat barangnya, yang 
penting petikemas tersebut terisi penuh. Solusinya pihak 
Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) menekankan kepada pihak 
pemilik barang bahwa jumlah berat barang harus sesuai dengan 
kapasitas petikemas.  
  Analisis terhadap hambatan dalam pelaksanaan penerimaan 
petikemas bahwa perlu adanya kordinasi dari pihak PT Pelabuhan 
Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas Makassar (TPM) 
dengan pengguna jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maupun 
pihak pemilik barang. 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy menjelaskan hambatan dalam 
pelaksanaan penerimaan petikemas begitupun hasil wawancara terhadap 
Bapak Mappangaja S, selaku pelaksana Gate in dan Gate out 
membenarkan pendapat Bapak Efendy36: 
b. Penyerahan Petikemas 
1. Gudang Penyimpanan barang tidak mengikuti pola kerja 
terminal di terminal 7hari/24jam. Adapun Penyebabnya 
dikarenakan pihak pelayaran dan pihak Expedisi Muatan Kapal 
Laut (EMKL) tidak memakai sistem 24 jam melainkan sitem 
pembagian waktu kerja memliki 2 shift, dalam 1 shift 8 jam. 
Solusinya pihak Pelayaran dan Pengguna Jasa seharusnya 
mengikuti program kerja Terminal sehingga proses kerja dapat 
berjalan dengan baik. 
2. Keterlambatan dokumen-dokumen pengurusan dari bea cukai. 
Adapun penyebabnya dikarenakan banyaknya langkah-langkah 
atau prosudur yang harus dilewati sehingga memerlukan waktu 
lama. Solusinya pihak Bea Cukai mempermudah pihak Expedisi 
Muatan Kapal Laut (EMKL) sehingga proses pengurusan dari 
bea cukai. 
                                                          
36 Hasil Wawancara kepada Bapak Efendy selaku Pelaksana gate in dan Gate out pada tanggal 11-
04-2016 
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3. Penyebab dalam pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan 
Petikemas banyaknya lubang di jalan. Akibatnya mobil angkutan 
petikemas tronton/trailer mengalami gangguan  dapat 
menyebabkan kemacetan di dalam terminal. Solusinya adalah 
Akses jalan khususnya di dalam terminal diperbaiki sebaik 
mungkin sehingga mobil tronton/trailer nyaman dalam 
berkendara.   
4. Akses Jalan diperbaiki dari gudang ke terminal. Adapun 
penyebabnya dikarenakan jalur dari gudang ke terminal dilewati 
alat-alat berat seperti Kalmar (Alat angkut Petikemas) maupun 
tronton/trailer. Solusinya akses jalan diperbaiki sesuai dengan 
kapasitasnya, artinya beban berat mobil Kalmar dan 
trailer/tronton tekstur jalanannya sesuai dengan beban alat 
tersebut. 
5. Pembatasan berat harus sesuai dengan aturan terminal. 
Penyebabnya pihak pemilik barang tidak mengetahui pasti berat 
barangnya yang penting petikemas tersebut terisi penuh. 
Solusinya sebaiknya pihak pemilik barang menimbang terlebih 
dahulu berat barang tersebut agar bisa menyesuaikan beban 
apa yang telah diatur oleh pihak terminal. 
6. Pengurusan dokumen adanya komunikasi antara intansi terkait 
dengan antar link melalui internet. Penyebabnya dikarenakan 
pihak Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal 
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Petikemas Makassar (TPM) tidak adanya komunikasi aplikasi 
internet sehingga pihak Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 
lama dalam pengurusan dokumen. Solusinya adanya aplikasi 
internet dari Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini 
Terminal Petikemas Makassar (TPM) ke intansi terkait sehingga 
pihak Expedisi Muatan Kapal Laut  (EMKL) dapat dipermudah 
dalam pengurusan dokumen. 
  Analisis terhadap hambatan dalam pelaksanaan penyerahan 
petikemas bahwa perlu perbaikan jalanan dan adanya kordinasi dari pihak 
PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas 
Makassar (TPM) dengan pengguna jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL) maupun pihak pemilik barang. 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal penerimaan dan 
penyerahan petikemas di pelabuhan Indonesia IV Makassar 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy menjelaskan Faktor-Faktor 
yang mempengaruhi dalam hal penerimaan dan penyerahan petikemas : 
 
 
39 
 Faktor Pendukung37 : 
1. Sistem yang sudah di pakai berbasis taraf Internasional, Karena 
Fasilitas alat bongkar muat yang dipakai bertaraf Internasional 
seperti : 
 Container Crane, adalah Petikemas kran yang digunakan untuk 
membongkar atau memuat petikemas dari dan ke dermaga ke 
kapal petikemas atau memindahkan petikemas dari satu tempat 
ketempat lain di dalam terminal petikemas. 
 Kalmar, adalah alat untuk memindahkan Petikemas dari suatu 
tempat ke tempat lain seperti mobil tronton/trailer ke tempat 
penumpukan begitupun sebaliknya. 
2. Sistem dan prosudur sesuai dengan kebutuhan Stackholder atau 
costumer dilengkapi dengan alat bongkar muat yang modern. 
Pergerakan petikemas dapat di akses di internet melalui aplikasi, 
Karena sistem yang dipakai mempunyai aplikasi Container 
Terminal Operasi Sistem (CTOS) adalah aplikasi yang berfungsi 
dapat diakses secara online dengan perangakat di lapangan tanpa 
menggunakan kabel, sehingga dapat memudahkan di dalam 
menginput data di lapangan saat bongkar muat petikemas. 
3. Pengiriman data baik dari Shipping Line38 maupun instansi yang 
terkait dengan Kepelabuhanan berjalan secara Online, Karena 
                                                          
37 Hasil Wawancara Bapak Efendi bagian Perecanaan dan Gate pada tanggal 04-03-2016 
38 Perusahaan Jasa Pelayaran atau biasa di kenal dengan Shipping Line atau Perusahaan Pelayaran 
adalah sebuah perusahaan pemilik kapal yang menjual jasa pengiriman barang export dari dalam 
negeri ke luar negeri. 
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pengeriman data melalui aplikasi online dari Terminal Petikemas 
Makassar kepada pihak Pelayaran seperti Meratus,Tanto, Temas, 
dan lain-lain. 
4. Transaksi pembayaran dilakukan secara langsung ke bank yang di 
tunjuk, dalam hal ini Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang 
ditunjuk dalam pembayaran. 
5. Fasilitas darmaga yang pendukung lainnya pemanduan masih 
memadai, berfungsi untuk pelayanan kapal yang mau sandar ke 
pelabuhan dan yang mau keluar pelabuhan. 
  Adapun Penerepannya per point berdasarkan 5 faktor pendukung 
sebagai berikut : 
1. Penerapannya bahwa alat yang dipakai berbasis sistem taraf 
internasional dalam proses bongakar muat di Terminal Petikemas 
Makassar seperti Container Crane, Kalmar dan lain-lain.  
2. Penerapannya bahwa pengiputan data petikemas seperti nomor 
dan jenis Pelayaran dapat diketahui internet melalui  aplikasi 
Container Terminal Operasi Sistem (CTOS) di pintu masuk dan 
keluar Terminal Petikemas Makassar. 
3. Penerapannya bahwa dalam Terminal Petikemas Makassar 
menggunakan sistem Online ke pihak Pelayaran seperti Informasi 
Petikemas dan Kapal. 
4. Penerapannya bahwa PT. Pelabuhan Indonesia IV dalam hal ini 
Terminal Petikemas Makasssar (TPM) memberikan Pelayanan 
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transaksi pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank BRI 
(Bank Rakyat Indonesia). 
5. Penerapannya bahwa Panjang darmaga yakni 100 M, Lebar 
darmaga 9 M dan Luas CY( Container Year) atau tempat 
penumpukan Petikemas adalah 129.000 M2 dan mempunyai 
pelayanan kapal di darmaga. 
  Analisis terhadap faktor pendukung dalam hal penerimaan dan 
penyerahan petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar perlu 
adanya peningkatan dari segi infrastruktur maupun mutu pelayanan 
terhadap pengguna jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). 
  Tanggapan dari pihak Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 
terhadap 5 point tersebut berdasarkan hasil wawancara kepeda Bapak Ali 
bahwa39 :  
1. Saya tidak tahu persis taraf internasional seperti apa, namun yang 
pasti saat ini kegiatan di pelabuhan cukup baik. 
2. Saat ini ada aplikasi di Internet melalui web yang mampu 
mengetahui pergerakan petikemas. 
3. Iya, sekali pun sistem saat ini berbasis online namun tetap dicek 
fisik di lapangan. 
4. Betul, saya membayar di Bank Rakyat Indonesia (BRI). 
                                                          
39 Hasil wawancara kepada Bapak Ali pada tanggal 02-04-2015 
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5. Sebenarnya darmaga di Pelabuhan belum memadai kerena 
tergolong masih kecil karena perlu diperlebar agar kapal tidak antri 
untuk sandar. 
 Faktor Penghambat/Kendala 
1. Armada kapal sering mengalami kerusakan. 
2. Biaya penumpukan di pelabuhan relative murah sehingga ada 
kecendurungan CY (container year) atau lapangan penumpukan 
dijadikan sebagai Depo. 
3. Jarak antara pelabuhan dengan depo atau gudang sangat jauh. 
4. Ada beberapa pelayaran yang tidak mempunyai depo. 
5. Akses jalan dari pelabuhan ke depo kurang memadai sehingga 
distribusi petikemas dari depo ke gudang sering mengalami 
keterlambatan sehingga kapal mengalami portstag ( lama stand by 
di kapal). Di Pelabuhan Sendiri kendalanya yaitu Alat sering 
mengalami kerusakan dan Jumlah Alat belum seimbang dengan 
lahan. Di Pemerintahan kendalanya seperti Bea cukai pengurusan 
dokumen khusus export dan import birokrasinya terlalu panjang. 
Terkait dengan kapal dapat di perketatnya aturan tentang Undang-
Undang Pelayaran terkait dengan keselamatan pelayaran, artinya 
kapal-kapal di atas 30 tahun tidak di izinkan beroprasi atau badan 
klarifikasi Indonesia (KPI) lebih ketat dalam pemberian sertivikasi 
dalam kelayakan kapal. 
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6. Biaya Penumpukan dikenakan biaya progresi yang selama ini biaya 
penumpukan 1-5 hari di hitung 1 hari sebaiknya 1-3 hari di hitung 1 
hari itu masa penumpukan, lewat dari 6-10 lewat dari 11 hari 300% 
di kenakan biaya. 
7. Dibuatkan infrastruktur pelabuhan langsung ke depo (Pelabuhan) 
jembatan layang khusus untuk distribusi secepat. 
8. Diperketatnya aturan tentang kelayakan angkutan petikemas 
tronton/trailer dilarang beroprasi di jalan. 
9. Birokrasi berpihak instansi terkait tidak terlalu rumit atau 
pengurusan dokumen secara online. 
10. Di wajibkan setiap pelayaran mempunyai depo. 
Analisis terhadap faktor penghambat/kendala dalam hal 
penerimaan dan penyerahan petikemas pada PT Pelabuhan 
Indonesia IV Makassar bahwa perlu adanya perbaikan dari segi 
infrastruktur, pelayanan, dan aturan ,Sehingga dapat mengurangi 
hal-hal yang tidak diinginkan. 
  Adapun 10 Faktor Penghambat/kendala ini terjadi dikarenakan dan 
solusinya : 
1. Bahwa armada kapal yang dipakai rata-rata kapal tua sehingga 
terjadi kerusakan, Sebaiknya adanya Institusi atau pengawas yang 
berkompeten di bidang tersebut lebih ketat memberikan izin untuk 
berlayar kepada kapal-kapal tua. 
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2. Bahwa biaya penumpukan dikenakan tariff minimum sehingga 
terjadi parker bebas di kawasan Terminal Petikemas Makassar 
(TPM), Sebaiknya adanya aturan tegas kepada Expedisi Muatan 
Kapal Laut (EMKL) jangan terlalu lama menyimpan petikemas 
tersebut di lokasi terminal. 
3. Bahwa tidak adanya lahan yang luas di sekitar Pelabuhan sehingga 
depo atau gudang di alternatifkan di bagian jln. Sutami, Sebaiknya 
pihak PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar membuat lahan yang 
luas untuk pelayaran dan menyewakannya sehingga pihak 
pelayaran bias menempati lahan tersebut sebagai depo atau 
gudang. 
4. Bahwa Susahnya lahan di Makassar sehingga ada pihak pelayaran 
tak mempunyai gudang atau depo, sebaiknya pihak Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) tegas terhadap Pelayaran yang tidak 
mempunyai depo atau gudang dan memberikan sanksi yang berat 
sehingga pihak pelayaran mempunyai depo atau gudang. 
5. Bahwa jalan yang setiap saat dilewati oleh angkutan mobil 
Petikemas mobil tronton/trailer bermuatan kurang lebih 20 ton 
sehingga mudah rusak atau berlubang, Sebaiknya perlu ada kajian 
khusus terhadap jalanan yang di pakai karena mobil bermuatan 
besar sering dilalui sehingga tidak mudah rusak atau berlobang. Di 
Pelabuhan sendiri perlu ditambahkan alat yang seimbang sehingga 
memudahkan proses Bongkar Muat. Di Pemerintahan agar kiranya 
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memudahkan proses pengurusan dokumen-dokumen yang telah 
mempunyai izin dibidang Kepelabuhanan. 
6. Bahwa kejadian tersebut kerana tidak adanya depo atau gudang 
sehingga Petikemas disimpan area terminal, Sebaiknya perlu 
aturan yang tegas agar tidak berlama-lama menyimpan petikemas 
tersebut. 
7. Bahwa Infrastruktur Pelabuhan jembatan laying khusus belum 
terealisasikan, Sebaiknya infrastruktur tersebut cepat dilaksanakan 
agar kedepannya lebih baik dan cepat. 
8. Bahwa angkutan mobil tronton/trailer yang tua masih tetap 
beroprasi, Sebaiknya pihak Institusi atau petugas yang 
berkompeten yang ahli dibidang tersebut lebih tegas terhadap 
angkutan mobil tronton/trailer yang tua dilarang beroprasi. 
9. Bahwa pengurusan dokumen-dokumen, terlau banyaknya 
pengguna jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), 
Sebaiknya perlu pengurusan dokumen-dokumen berbasis online 
agar mudah dan cepat. 
10. Bahwa masih adanya pihak pelayaran yang tidak mempunyai depo 
atau gudang dikarenakan sulitnya lahan disekitar pelabuhan, 
Sebaiknya adanya lahan luas yang disediakan dan 
menyewakannya kepada pelayaran oleh pihak PT Pelabuhan 
Indonesia IV Makassar agar setiap pelayaran mempunyai depo 
atau gudang. 
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5. Tanggapan dari pihak EMKL (Expedisi Muatan Kapal Laut) pada  
Pelabuhan Indonesia IV di Makassar40 
  Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dengan pungguna jasa 
atau Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bapak Ali tentang penerimaan 
dan penyerahan Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pendapatnya tentang Penerimaan dan Penyerahan 
Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV di Makassar ? Selama 
ini baik-baik saja jika pada siang hari tetapi di malam hari kesulitan 
karena harus mencari alat untuk menurunkan petikemas dari mobil 
tronton/trailer ke tempat penumpukan atau CY (container year). 
2. Bagaimana solusi menurut pengguna jasa dalam hal ini expedisi 
dalam hal Penerimaan dan Penyerahan Petikemas PT Pelabuhan 
Indonesia IV di Makassar ? Adapun Solusinya : pelayanan Jasa 
harus Stand by atau sedia di tempat walaupun malam hari. Jangan 
tidur pada malam hari karena pihak pelayaran atau dalam hal ini 
yang mempunyai kapal, memberikan pelayanan 24 jam. Pelayanan 
harus di percepat karena terlalu lama di kelola sehingga 
memerlukan waktu 1 jam, sebaiknya kalau bias 30 menit itu sudah 
cukup. 
                                                          
40 Hasil Wawancara dari Pihak Pengguna Jasa Bapak Ali Pelabuhan Indonesia IV pada tanggal 15-
03-2016 
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  Analisis terhadap tanggapan dari pihak Expedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL) bahwa pelaksanaan penerimaan dan penyerahan petikemas pada 
PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas 
Makassar (TPM) bahwa perlu adanya pelayanan baik yang tidak 
membedakan waktu-waktu tertentu khususnya pada malam hari dan tidak 
melakukan praktek penyimpangan praktik pungutan liar (pungli). 
C. Besaran Tarif Penerimaan dan Penyerahan Petikemas dalam PT. 
Pelabuhan Indonesia IV Makassar. 
  Berdasarkan data yang didapat dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy tentang besaran tariff 
penerimaan petikemas sebagai berikut : 
  Dalam besaran tarif penerimaan petikemas pada PT Pelabuhan 
Indoensia IV Makassar dibedakan dari segi ukuran yakni 20 feet dan 40 
feet41: 
1. Penerimaan Petikemas 
 Besaran Tarif yang di bayar dalam penerimaan petikemas dari segi 
ukuran 20 feet : 
 Terminal Handling Charges (THC) atau biaya penanganan 
Terminal Rp. 623.000 
                                                          
41 Data di ambil pada tanggal 12-03-2016 
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 Lift On (Menaikan Petikemas ke atas alat angkut) Rp. 
110.400 
 Alih kapal sebelum masuk ke pelabuhan Rp. 15.000 
 Alih kapal setelah masuk ke pelabuhan, tidak bergerak Rp. 
15.000 
 Alih kapal setelah masuk ke pelabuhan Rp. 236.000 
 Batal Muat ke Kapal Rp. 236.000 
 Rubah status Rp. 613.125 
 Besaran Tarif yang di bayar dalam penerimaan petikemas dari segi 
ukuran 40 feet : 
 Terminal Handling Charges (THC) atau biaya penanganan 
Terminal 934.500 
 Lift On (Menaikan Petikemas ke atas alat angkut) Rp. 
165.600 
 Alih kapal sebelum masuk ke pelabuhan Rp. 15.000 
 Alih kapal setelah masuk ke pelabuhan, tidak bergerak Rp. 
15.000 
 Alih kapal setelah masuk ke pelabuhan Rp. 388.000 
 Batal Muat ke Kapal Rp. 388.000 
 Rubah status Rp. 915.600 
  Analisis terhadap besaran tarif penerimaan petikemas pada PT 
Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas 
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Makassar (TPM) bahwa aktivitas pelaksanaan memerlukan biaya-biaya 
yang perlu dibayar sehingga pelayanan dapat dilakukan. 
  Berdasarkan hasil wawancara42 kepada Bapak Ibrahim sebagai 
pengguna jasa dalam hal ini Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 
menanggapi besaran tarif tersebut bahwa pihaknya tidak berhak 
menentukan besaran tarif karena kami selalu mengikuti apa yang 
ditetapkan oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini 
Terminal Petikemas Makassar (TPM). Kami dari Pihak pengguna jasa 
sebagai karyawan Swasta menjalankan sesuai prosudur, walaupun kami 
mempunyai Organisasi yang bergerak dibidang Expedisi Muatan Kapal 
Laut (EMKL) yakni Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ 
Indonesia Logistics and Forweder Assciation (ILFA), tidak ada jaminan 
besaran tariff tersebut berubah kalau pihak PT Pelabuhan Indonesia IV 
Makassar Menaikkan Besaran Tarifnya. 
  Berdasarkan hasil Wawancara43 kepada Bapak Taufik sebagai 
pengguna jasa dalam hal ini Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 
menanggapi besaran tarif tersebut bahwa kami ini mengikuti apa yang 
telah diatur oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar karena 
menurut survai yang saya dapat selama bekerja besaran tariff yang 
relative murah yakni di Terminal Petikemas Makassar (TPM). Besaran 
                                                          
42 Hasil Wawancara kepada Bapak Ibrahim yang bekerja sebagai pegawai PT. Rezky Abadi 
Transpotama pada tanggal 11-04-2016  
43 Hasil Wawancara kepada Bapak Taufiq yang bekerja sebagai pegawai PT. Ghazi Orion Gold 
pada tanggal 11-04-2016  
50 
Tarif Pelayanan Petikemas telah diatur dalam Peraturan Direksi PT 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : PD 19 Tahun 2012 Tentang 
Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Antar Pulau (Domestik) Pada PT 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar. 
2. Penyerahan Petikemas 
  Berdasarkan data yang didapat dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy tentang besaran tariff 
penyerahan petikemas sebagai berikut : 
  Dalam besaran tarif Penyerahan Petikemas pada PT Pelabuhan 
Indoensia IV Makassar dibedakan dari segi ukuran yakni 20 feet dan 40 
feet  
 Besaran Tarif yang harus di bayar dalam Penyerahan petikemas 
dari segi ukuran 20 feet44 : 
 terminal handling charges (THC) atau biaya penanganan 
Terminal Rp. 623.000 
 Lift Off (Menurunkan container dari alat angkut) Rp.110.400 
 Besaran Tarif yang harus di bayar dalam Penyerahan petikemas 
dari segi ukuran 40 feet : 
 terminal handling charges (THC) atau biaya penanganan 
Terminal Rp. 934.500 
                                                          
44 Data di ambil pada tanggal 10-03-2016 
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 Lift Off (Menurunkan container dari alat angkut) Rp.165.600 
  Tanggapan, bahwa besaran tarif Penyerahan Petikemas baik dari 
segi ukuran 20 feet dan 40 feet membongkar petikemas isi atau kosong 
dari kapal, mengangkut, menurunkan langsung dan menuyusun di 
lapangan penumpukan terminal petikemas, tidak termasuk biaya Lift Off 
(Menurunkan Petikemas ke atas angkut) pada saat Penyerahan. Adapun 
analisis dari besaran tarif Penyerahan Petikemas ini bahwa perlu adanya 
aturan yang mengikat tentang besaran tarif sehingga para pengguna jasa 
dapat mengetahui besaran-besaran yang dibayar. 
  Analisis terhadap besaran tarif penyerahan petikemas pada PT 
Pelabuhan Indonesia IV Makassar dalam hal ini Terminal Petikemas 
Makassar (TPM) bahwa aktivitas pelaksanaan memerlukan biaya-biaya 
yang perlu dibayar sehingga pelayanan dapat dilakukan. 
3. Penyebab Perubahan besaran tarif Penerimaan dan Penyerahan 
Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV  Makassar45 : 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervaisor Perencanaan 
dan Gate PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar ,dalam hal ini Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) Bapak Afendy menjelaskan penyebab 
perubahan tarif penerimaan dan penyerahan Petikemas, sebagai berikut : 
 
                                                          
45 Hasil Wawancara kepada Bapak Efendi Bagian Supervisor Perecanaan dan Gate pada tanggal 
11-03-2016.  
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1. Mengikuti Harga BBM (Bahan Bakar Minyak). 
2. Mingikuti Harga bahan pokok. 
3. Inflasi yang terjadi sehingga proses meningkatnya harga-harga 
secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan 
mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 
antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya 
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, 
sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi 
barang. 
  Analisis dari ketiga penyebab perubahan besaran tariff Penerimaan 
dan Penyerahan petikemas yang Pertama adalah mengikuti harga BBM 
(Bahan Bakar Minyak), bahwa kebutuhan dari kegiatan alat di Pelabuhan 
memerlukan bahan bakar minyak yang selalu mengalami kenaikan 
sehingga perlu adanya kenaikan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan 
alat.  Kedua adalah mengikuti Harga bahan pokok adalah Tingginya 
permintaan Konsumen, kenaikan harga barang dan jasa disebabkan oleh 
banyaknya permintaan sedangkan persediaannya terbatas, artinya tidak 
ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang ada dan 
pasokan apabila pasokan melimpah misalnya musim panen padi 
cenderung harga beras turun, sebaliknya apabila pasokan kurang sampai 
sembako tersebut langka harganya bisa melonjak. Misalnya saat musim 
banjir  atau kekeringan sehingga menyebabkan gagal panen, dan Ketiga 
Inflasi yang terjadi sehingga Meningkatnya harga-harga umum secara 
53 
terus menerus. Kenaikan harga berlangsung dalam waktu lama yang 
terjadi hampir diseluruh barang dan jasa. 
4. Ada pun Instansi yang terkait dalam Penerimaan dan Penyerahan 
Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar46 : 
  Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Dg Jalling sebagai 
pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar Menjelaskan Instansi terkait 
penerimaan dan penyerahan petikemas, sebagai berikut : 
1. Kantor Otoritas Pelabuhan  
  Adalah47 Unit Pelaksana teknis di lingkungan Kementerian 
Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
menteri Perhubungan melalui Diruktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor 
Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan 
yang diusahakan secara komersial. 
2. Pelabuhan Indonesia IV 
  Berdasarkan PP No. 19 tahun 1960 tersebut pengelolaan 
pelabuhan umum diselenggarakan oleh PN pelabuhan I-VIII. Di kawasan 
Timur Indonesia sendiri terdapat 4 (empat) Pelabuhan yaitu :  Pelabuhan 
                                                          
46  Hasil Wawancara kepada Bapak Dg Jalling sebagai pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan 
Makassar pada tanggal 10-03-2016 
47 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Otoritas Pelabuhan. 
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Banjarmasin,  Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan 
Ambon. 
3. Syahbandar  
  Adalah48 pejabat pemerintah di pelabuhan yang di angkat oleh 
Mentri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan 
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan 
pelayaran.Syahbandar melaksanakan keselamatan dan keamanan 
pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan 
hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan 
lingkungan maritime di pelabuhan. 
4. Bea dan cukai 
  Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di 
bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah 
yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah 
Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
                                                          
48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 angka (56) 
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5. Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) atau 
sering   disebut KP3 
  Adalah unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang 
mempunyai tugas pokok membantu Administrator Pelabuhan dalam 
menyelenggarakan keamanan di dalam daerah Pelabuhan sepanjang 
mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan 
pengusahaan pelabuhan. Kedudukan KP3 secara taktis operasional 
berada di bawah Administrator Pelabuhan dan secara hirarkhis fungsional 
serta teknis Polisional tetap berada di bawah kesatuan induknya. 
6. ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) / ILFA ( Indonesia 
Logistics and Forweder Assciation) 
Diawali dengan lahirnya GAFEKSI/INFA (Gabungan Forwarder dan 
Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian Forwarders Association) pada 25 
Juli 1989 sebagai satu-satunya asosiasi yang mengembangkan industri 
jasa (FF) Freight  Forwarding49 dan Kepabeanan di Indonesia yang 
sekarang menjadi ALFI/ILFA setalah munas( Musyawarah nasional) di bali 
pada tahun 2010. 
7. Pelayaran  
  Adalah50 satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di 
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan 
lingkungan maritime.Adapun pihak swasta dalam hal ini bergerak di 
                                                          
49 Freight  Forw arding adalah pengguna jasa Pelabuhan Indonesia yang bergerak di bidang kargo 
atau expedisi. 
50 Undang-undan g Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 angka (1) 
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bidang Pelayaran seperti : PT. Tanto, PT Meratus, PT. 
Spil,.PT.Jayakusuma dan lain-lain. 
  Bahwa dalam Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan 
Petikemas Pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar, dalam hal ini 
Terminal Petikemas Makassar (TPM) saling berkaitan dengan instansi-
instansi yang telah dijelaskan. Instansi tersebut mempunyai tugas dan 
fungsi masing-masing yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-
undangan, sehingga peranaannya sangat vital demi terwujudnya rasa 
nyaman,baik, dan cepat dalam dunia Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas Pada PT 
Pelabuhan Indonesia IV Makassar, tidak sesuai dengan Peraturan 
Direksi 19 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas 
AntarPulau (Domestik) Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Terminal Petikemas Makassar, misalnya pada waktu tertentu 
seperti pada malam hari terjadi penyimpangan praktik pungutan liar  
(Pungli) didasarkan dari hasil penelitian penulis terhadap pengguna 
jasa atau Expedisi muatan kapal Laut (EMKL) dalam hal 
penerimaan dan penyerahan petikemas. 
2. Bahwa besaran tarif Penerimaan dan Penyerahan Petikemas Pada 
PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar, menarepakan besaran tarif 
kepada pengguna jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 
berdasarkan ukuran petikemas yakni 20 Feet sebesar ≤ Rp. 
623.000 dan 40 Feet  sebesar ≤ Rp. 943.000. Pelaksanaan 
Penerimaan dan Penyerahan Petikemas Pada PT Pelabuhan 
Indonesia IV Makassar, khususnya pada malam hari terjadi 
penyimpangan praktik pungutan liar (Pungli). 
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B. Saran 
1. Dalam Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas, PT 
Pelabuhan Indonesia IV Makassar memberikan tanggung jawab 
penanganan operasional Terminal Petikemas Makassar (TPM)  
agar hendaknya tidak melakukan penyimpangan seperti praktik 
pungutan liar disetiap waktu, meningkatkan pelayanan yang baik, 
aman, dan dapat dipercaya kepada pengguna jasa atau Expedisi 
Muatan Kapal Laut (EMKL). 
2. Bahwa Pelaksanaan Penerimaan dan Penyerahan Petikemas pada 
PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar, dalam hal ini pihak Terminal 
Petikemas Makassar (TPM) menetapkan besaran tarif kepada 
pengguna jasa atau Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) agar 
transparansi masalah biaya-biaya yang telah di tetapkan supaya 
tak ada praktik-praktik kecurangan di lapangan dan menghidari 
pungutan liar (Pungli). 
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Lampiran-lampiran 
Penerimaan Petikemas 
Permohonan dalam bentuk 1D 
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PEB (Pemberitahuan Export Barang) 
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